
BAB II 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

1. Hak Asasi Manusia 

 

a. Pengertian Hak Asasi Manusia 

 

  Hak Asasi Manusia (HAM) adalah bahwa sebagai anugerah dari Tuhan 

terhadap makhluknya, hak asasi tidak boleh dijauhkan atau dipisahkan dari 

dipisahkan dari eksistensi pribadi individu atau manusia tersebut. Hak asasi tidak 

bisa dilepas dengan kekuasaan atau dengan hal-hal lainnya, Bila itu sampai terjadi 

akan memberikan dampak kepada manusia yakni manusia akan kehilangan martabat 

yang sebenarnya menjadi inti nilai kemanusiaan. Walapun demikian, bukan berarti 

bahwa perwujudan hak asasi manusia dapat dilaksanakan secara mutlak karena 

dapat melanggar hak asasi orang lain. Memperjuangkan hak sendiri sembari 

mengabaikan hak orang lain merupakan tindakan yang tidak manusiawi. Kita wajib 

menyadari bahwa hak-hak asasi kita selalu berbatasan dengan hak-hak asasi orang 

lain, karena itulah ketaan terhadap aturan menjadi penting20 

  Berdasarkan ketentuan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 tahun 

1999 tersebut sudah dijelaskan bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak yang 

paling hakiki yang dimiliki oleh manusia dan tidak dapat diganggu gugat oleh 

siapapun, oleh karena itu terhadap hak asasi manusia negara sebagai pelindung 

warganya diharapkan dapat mengakomodir kepentingan dan hak dari warga 

negaranya tersebut. 

Hak Asasi Manusia (HAM) dipercayai memiliki nilai yang universal. Nilai 

universal berarti tidak mengenal batas ruang dan waktu, nilai universal ini yang 

kemudian diterjemahkan dalam berbagai produk hukum nasional diberbagai negara 

untuk dapat melindungi dan menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Bahkan nilai 

universal ini dikukuhkan dalam instrumen internasional, termasuk perjanjian 

internasional dibidang HAM. Namun kenyataan menunjukan bahwa nilai-nilai 

HAM yang universal ternyata dalam penerapannya tidak memiliki kesamaan yang 

seragam. Hak dalam hak asasi manusia mempunyai kedudukan atau derajat utama 

dan pertama dalam hidup bermasyarakat karena keberadaan hak asasi hakikatnya 

telah dimiliki, disandang dan melekat dalam pribadi manusia sejak saat 

                                                        
20http://umum-pengertian./2016/01/pengertian-hak-asasi-manusia-ham-umum.html , 

diakses tanggal 08 desember 2017 pukul 18.36 

http://umum-pengertian.blogspot.co.id/2016/01/pengertian-hak-asasi-manusia-ham-umum.html
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kelahirannya. Seketika itu pula muncul kewajiban manusia lain untuk 

menghormatinya .21 

 

b.  Ciri Khusus Hak Asasi Manusia (HAM) 

  Hak asasi manusia memiliki ciri-ciri khusus jika dibandingkan dengan hak-hak 

yang lain. Ciri khusus hak asasi manusia sebagai berikut : 

a) Tidak dapat dicabut, artinya hak asasi manusia tidak dapat dihilangkan 

atau diserahkan. 

b) Tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, 

apakah hak sipil atau hak ekonomi, sosial dan budaya. 

c) Hakiki, artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia 

yang sudah ada sejak lahir. 

d) Universal, artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa 

 memandang status, suku bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. 

 Persamaan adalah salah satu ide-ide hak asasi manusia yang mendasar. 

 

 

c.   Macam-macam Hak Asasi Manusia 

     Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak 

awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat 

oleh siapapun.ada bermacam-macam hak asasi manusia yaitu : 

a) Hak-hak asasi pribadi atau personal rights, yang meliputi kebebasan 

menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak, 

dan sebagainya. hak-hak asasi pribadi ini sebagai berikut : Hak 

kebebasan untuk bergerak, berpergian, dan berpindah-pindah tempat, 

hak kebebasan untuk memilih dan aktif dalam organisasi atau 

perkumpulan, dan kebebasan untuk memilih, memeluk, menjalankan 

agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing. 

b) Hak-hak asasi ekonomi atau property rights yaitu hak untuk memiliki 

sesuatu, membeli, dan menjual serta memanfaatkannya. Hak-hak asasi 

ekonomi ini sebagai berikut : hak kebebasan melakukan kegiatan jual 

beli, hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak,hak kebebasan 

memiliki sesuatu dan hak memiliki atau mendapatkan pekerjaan yang 

layak. 

                                                        
21 A. Masyhur Effendi, Perkembangan Dimensi Hak asasi Manusia (HAM) & proses 

dinamika penyusunan hukum hak asasi manusia (HAKHAM), Ghalia utama, bogor, 2005, 

hal.8. 
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c) Hak-hak asasi politik atau political rights yaitu hak untuk ikut serta dalam 

pemerintahan, hak pilih ( dipilih dan memilih dalam suatu pemilihan 

umum), hak untuk mendirikan partai politik dan sebagainya. Hak-hak 

asasi politik ini sebagai berikut : hak untuk memilih dan dipilih dalam 

suatu pemilihan, hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan, hak 

membuat dan mendirikan partai politik serta organisasi politik lainnya, 

dan hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi. 

d) Hak-hak asasi untuk mandapatkan perlakuan yang sama dalam hukum 

dan pemerintahan , yaitu hak yang berkaitan dengan kehidupan hukum 

dan pemerintahan atau rights of legal equality. Hak-hak asasi hukum 

sebagai berikut : hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum 

dan pemerintahan, hak untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS), dan 

hak untuk mendapatkan layanan dan perlindungan hukum. 

e)  Hak-hak asasi sosial dan kebudayaan atau social and culture rights yaitu 

hak untuk memilih pendidikan, hak untuk mengembangkan kebudayaan 

dan sebagainya. Hak-hak asasi sosial budaya ini sebagai berikut : hak 

menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan 

pengajaran, dan hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan 

bakat dan minat. 

f)   Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan  

perlindungan atau procedural rights yaitu peraturan dalam penahanan, 

penangkapan, penggeledahan, peradilan dan sebagainya. Hak-hak asasi 

peradilan ini sebagai berikut : hak mendapatkan pembelaan hukum 

dipengadilan. Dan hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, 

penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di muka hukum. 

 

    Pemenuhan hak asasi manusia dalam suatu negara, tidak lepas dari adanya 

suatu kewajiban yang timbul baik oleh suatu negara atau masyarakat dalam negara 

tersebut sehingga muncul suatu keharmonisan yang berjalan secara selaras dan 

seimbang antara hak dan kewajiban manusia.22  

    Kedelapan hak yang tertera dan dijelaskan secara rinci dalam Undang Undang 

HAM tersebut cukup memberikan gambaran jelas jika pemerintah Indonesia pada 

dasarnya memiliki kepedulian terhadap HAM di Indonesia , yaitu sebagai berikut : 

                                                        
22 http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/Skripsi%20Netty.pdf diakses pada tanggal 12 

desember 2017 , pukul 10.40 
 

http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/Skripsi%20Netty.pdf
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1)  setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, 

martabat, dan hak miliknya.  

2)  setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia  

  pribadi dimana saja ia berada.  

3)  setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan   

  terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.  

4)  setiap orang tidak boleh diganggu yang merupakan hak yang berkaitan  

  dengan kehidupan pribadi di dalam tempat kediamannya.  

5)   setiap orang berhak atas kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan 

komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas 

perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan 

undang-undang. 

6)  setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau 

perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, penghilangan paksa, dan 

penghilangan nyawa. 

7)  setiap orang tidak boleh ditangkap, ditekan, disiksa, dikucilkan,  

diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang.  

8)  setiap orang berhak hidup dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang 

damai, aman, dan tenteram, yang menghormati, melindungi dan 

melaksanakan 20 sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar 

manusia sebagaimana diatur dalam undang-undang. 

 

d.  Perlindungan Hak Asasi Manusia 

 

Upaya perlindungan HAM penekanannya pada berbagai tindakan pencegahan 

terhadap terjadinya pelanggaran HAM. Perlindungan HAM terutama melalui 

pembentukan instrumen hukum dan kelembagaan HAM. Juga dapat melalui 

berbagai faktor yang berkaitan dengan upaya pencegahan HAM yang dilakukan 

individu maupun masyarakat dan negara. Negaralah yang memiliki tugas utama 

untuk melindungi warga negaranya termasuk hak- hak asasinya. Meskipun di 

Indonesia telah ada jaminan secara konstitusional maupun telah dibentuk lembaga 

untuk penegakannya, tetapi belum menjamin bahwa hak asasi manusia dilaksanakan 

dalam kenyataan kehidupan sehari–hari atau dalam pelaksanaan pembangunan.23 

                                                        
23http://berryjerryberry.blogspot.co.id/2015/05/pengertian-ham-perlindungan-ham-conto

h.html diakses tanggal 18 desember 2017 , pukul 12.44 

http://berryjerryberry.blogspot.co.id/2015/05/pengertian-ham-perlindungan-ham-contoh.html
http://berryjerryberry.blogspot.co.id/2015/05/pengertian-ham-perlindungan-ham-contoh.html
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Lembaga-lembaga perlindungan Hak Asasi Manusia, di indonesia pelaksaannya 

upaya perlindungan HAM dilakukan oleh lembaga milik pemerintah dan lembaga 

milik swasta lain yang berwenang, antara lain : 

1. Kepolisian 

2. Kejaksaan  

3. Komnas HAM  

4. Pengadilan HAM di indonesia 

5. Lembaga bantuan hukum indonesia (YLBHI) 

6. Biro konsultasi dan bantuan hukum perguruan tinggi 

7. Komnas anak 

 

UU 1945 menjamin perlindungan HAM, misalnya pengakuan dan jaminan hak 

atas persamaan hukum, jaminan hak untuk bebas dari tindakan diskriminasi dalam 

berbagai bentuknya, hak untuk bebas dari penyiksaan, dan lain sebagainya. UU 

No.39 tahun 1999, selain mengatur tentang berbagai hak yang dijamin, juga 

menjelaskan tentang tanggung jawab pemerintah dalam penghormatan , 

perlindungan dan pemenuhan HAM, serta mengatur tentang Komisi Nasional Hak 

Asasi Manusia (Komnas HAM). Jaminan perlindungan HAM dalam berbagai 

peraturan tersebut, memberikan kewajiban kepada negara dan utamanya adalah 

pemerintah terhadap hak-hak yang dijamin. Komitmen negara dalam menghormati, 

melindungi, dan memenuhi HAM tersebut kemudian dilakukan dengan terus 

menerus mengupayakan adanya pembentukan, perubahan, dan pencabutan 

regulasi-regulasi yang dimaksudkan untuk memperkuat perlindungan HAM. 

Nilai-nilai HAM selalu tercermin dan dijamin oleh hukum, dalam bentuk 

perjanjian-perjanjian, hukum kebiasaan internasional, prinsip-prinsip umum dan 

norma-norma lain dari hukum internasional. Negara mempunyai kewajiban untuk 

menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia. Kewajiban 

menghormati (to respect) berarti bahwa negara harus menahan diri (refrain) dari 

intervensi terhadap hak-hak yang dijamin, atau menahan diri untuk membatasi 

pelaksanaan hak dalam hal pembatasan hak tersebut dinyatakan secara jelas tidak 

diperbolehkan. 

Kewajiban untuk menjamin (to ensure) adalah kewajiban yang bersifat positif 

(positive duty) yang mengandung dua jenis kewajiban yaitu kewajiban untuk 

melindungi (to protect) dan kewajiban untuk memenuhi (to fullfill). Kewajiban 

untuk melindungi adalah kewajiban negara untuk memberikan perlindungan, 

termasuk melindungi hak dari intervensi pelaku non-negara (private interfrance). 

dalam hal ini termasuk kewajiban negara untuk mengambil langkah-langkah yang 

perlu, misalnya melakukan pencegahan atas tindakan-tindakan yang dianggap dapat 
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mengancam pelaksanaan hak, atau melakukan penghukuman pada para pelanggaran. 

Jika negara tidak melakukan kewajibannya maka negara dapat dikatakan melakukan 

pelanggaran HAM. Pelanggaran ini terjadi karena negara gagal memenuhi 

kewajibannya melindungi hak-hak (asasi manusia) yang dijamin dalam hukum 

internasional maupun nasional, baik karena sengaja melakukannya (commision), 

atau melakukan pembiaran (ommission).24 

 

e.  Pelanggaran Hak asasi manusia 

Dalam UU No.39 tahun 1999, pelanggaran HAM diartikan sebagai setiap 

perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja 

maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, 

menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau 

kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang, dan tidak mendapatkan, atau 

dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, 

berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. 

 

 

2.   Penyandang disabilitas 

 Menurut John C. Maxwell, penyandang disabilitas merupakan seseorang yang 

mempunyai kelainan dan/atau yang dapat mengganggu aktivitas.25 Sementara itu, 

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang 

Disabilitas (UU No. 8 Tahun 2016) menyebutkan bahwa penyandang disabilitas 

adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau 

sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat 

mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif 

dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Dari definisi tersebut, 

penyandang disabilitas berdasarkan Pasal 4 UU No. 8 Tahun 2016 dapat 

dikategorikan kedalam empat kelompok, yaitu: 

a. Penyandang Disabilitas fisik, yaitu terganggunya fungsi gerak, antara lain 

amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, celebral palsy (CP), akibat 

stroke, akibat kusta, dan orang kecil. 

                                                        
24https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/09/21.-perlindungan-Hak-Asasi-

Manusia-di-indonesia.pdf&hl=en_US , diakses pada tanggal 18 desember 2017 , pukul 15.48 
25  Sugiono, Ilhamuddin, dan Arief Rahmawan, ‘Klasterisasi Mahasiswa Difabel 

Indonesia Berdasarkan Background Histories dan Studying Performance’ (2014) 1 Indonesia 

Journal of Disability Studies 20, 21. 

https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/09/21.-perlindungan
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b. Penyandang Disabilitas intelektual, yaitu terganggunya fungsi pikir karena 

tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas 

grahita dan down syndrom.  

c. Penyandang Disabilitas mental, yaitu terganggunya fungsi pikir, emosi, dan 

perilaku, antara lain: 

 • psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan 

kepribadian; dan  

 • disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi 

sosial di antaranya autis dan hiperaktif. 

 • Penyandang Disabilitas sensorik, yaitu terganggunya salah satu fungsi dari 

panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau 

disabilitas wicara.26 

 

Penyandang disabilitas adalah anggota masyarakat dan memiliki hak untuk 

tetap berada dalam komunitas lokal. Para penyandang disabilitas harus menerima 

dukungan yang dibutuhkan dalam struktur pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan 

pelayanan sosial. Sehingga hak-hak penyandang disabilitas dalam persektif HAM 

dikategorikan sebagai hak khusus bagi kelompok masyarakat tertentu.27 

Menurut Goffman sebagaimana dikemukakan oleh Johnson, mengungkapkan 

bahwa masalah sosial utama yang dihadapi penyandang cacat “disabilitas” 

adalah bahwa mereka abnormal dalam tingkat yang sedemikian jelasnya 

sehingga orang lain tidak merasa enak atau tidak mampu berinteraksi 

dengannya. Lingkungan sekitar telah memberikan stigma kepada penyandang 

cacat, bahwa mereka dipandang tidak mampu dalam segala hal merupakan 

penyebab dari berbagai masalah.Dalam keadaan yang serba terbatas dan asumsi 

negatif dari orang lain, ada sebagian dari mereka yang terus berusaha untuk 

tidak selalu bergantung pada orang lain. 28 

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO atau World Health Organization) 

memberikan definisi disabilitas sebagai keadaan terbatasnya kemampuan untuk 

melakukan aktivitas dalam batas-batas yang dianggap normal. Sehingga oleh 

WHO, terdapat tiga kategori disabilitas, yaitu: 

  

                                                        
26 Arie Purnomosidi, Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas 

Di indonesia,Fakultas Hukum Universitas Surakarta, Surakarta,2017 hal 164. 
27 Bagir Manan dkk., Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di 

Indonesia (PT. Alumni 2006) 140-152. 
28 Ibid., hal 3 
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a.  Impairment, yaitu kondisi ketidak normalan atau hilangnya struk-tur atau 

    fungsi psikologis, atau anatomis; 

 b.  Disability yaitu ketidak mampuan atau keterbatasan sebagai akibat 

 adanya  impairment untuk melaku- kan aktivitas dengan cara yang  

 dianggap normal bagi manusia;  

c.  Handicap, yaitu keadaan yang merugikan bagi seseorang akibat adanya 

impairment, disability yang mencegahnya dari pemenuhan peranan yang 

normal (dalam konteks usia, jenis kelamin, serta faktor budaya) bagi orang 

yang bersangkutan.29 

 

a. Hak-hak penyandang disabilitas 

 

Berdasar-kan UU No. 8 Tahun 2016, hak-hak penyandang disabilitas dapat 

dikategorikan kedalam tiga kategori yaitu: Pertama, hak penyandang dis- 

abilitas. Terkait dengan hak-hak penyandang disabilitas, diatur dalam Pasal 5 

ayat (1) UU No. 8 Tahun 2016. Menurut Pasal 5 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2016, 

penyandang disabilitas memiliki 22 (dua puluh dua) hak. Hak-hak tersebut 

adalah: hak untuk hidup, bebas dari stigma, privasi, keadilan dan perlindungan 

hukum, pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi, kesehatan, politik, 

keagamaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata, kesejahteraan sosial, 

aksesibilitas, pelayanan publik perlindungan dari bencana, habilitasi dan 

rehabilitasi, konsesi, pendataanhidup secara mandiri dan dilibatkan dalam 

masyarakat, berekspresi, berkomunikasi,dan memperoleh informasi, berpindah 

tempat dan kewarganegaraan, bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, 

penyiksaan, dan eksploitasi.30 

3.  Ketenagakerjaan  

Menurut UU No.13 tahun 2003 tentang (ketenagakerjaan) menyatakan 

ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada 

waktu sebelum , selama ,dan sesudah masa kerjanya”.   

Ketenagakerjaan merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari 

pembangunan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

                                                        
29  Sugiono, Ilhamuddin, dan Arief Rahmawan, ‘Klasterisasi Mahasiswa Difabel 

Indonesia Berdasarkan Background Histories dan Studying Performance’ (2014) 1 Indonesia 

Journal of Disability Studies 20, 21. 
30 Ibid, hal 167 Arie Purnomosidi,KONSEP PERLINDUNGAN HAK 

KONSTITUSIONAL PENYANDANG DISABILITAS DI INDONESIA,Fakultas Hukum 

Universitas Surakarta, Surakarta,2017  
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Negara Republik Indonesia tahun 1945.Tenaga kerja mempunyai perananan, 

kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan sasaran pembangunan 

nasional.Hak-hak tenaga kerja yang diatur dalam peraturan ketenagakerjaan 

Indonesia, yang didalamnya termasuk perlindungan tenaga kerja merupakan hal 

yang harus diperjuangkan agar harkat dan kemanusian tenaga kerja ikut terangkat. 

Perlindungan tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar 

karyawan dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha 

nasional dan internasional. Sebagai mana disebutkan dalam Pasal 28 D 

Undang-Undang Dasar tahun 1945 bahwa setiap orang berhak untuk bekerja 

serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan 

kerja.31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
31 F. Winarni, Administrasi Gaji Dan Upah, (Yogyakarta : Pustaka Widyatama, 2006), 

hal. 89. 
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